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 Studi ini mengkaji mekanisme perlindungan konsumen dalam layanan 

teknologi keuangan peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia, dengan 

fokus pada kerangka regulasi yang diatur dalam POJK No. 

10/POJK.05/2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Dengan menggunakan analisis hukum normatif, makalah ini 

mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut melindungi hak-hak 

konsumen di sektor fintech yang berkembang pesat. Analisis ini 

mencakup aspek-aspek utama perlindungan konsumen, termasuk 

transparansi, privasi data, penyelesaian sengketa, dan efektivitas 

penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan 

tersebut menawarkan perlindungan yang komprehensif, tantangan 

tetap ada dalam implementasinya, terutama di bidang penegakan 

hukum, pengawasan, dan pendidikan konsumen. Studi ini menyoroti 

kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengawas, 

sanksi yang lebih tegas terhadap platform ilegal, dan upaya yang lebih 

besar untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Penelitian ini 

berkontribusi pada pengembangan kerangka kerja perlindungan 

konsumen yang lebih kokoh dalam ekosistem fintech Indonesia. 

ABSTRACT 

This study examines the mechanisms of consumer protection in peer-to-peer 

(P2P) lending financial technology services in Indonesia, with a focus on the 

regulatory framework stipulated in POJK No. 10/POJK.05/2022 issued by the 

Financial Services Authority (OJK). Using a normative legal analysis 

approach, this paper evaluates the extent to which the regulation safeguards 

consumer rights within the rapidly growing fintech sector. The analysis covers 

key aspects of consumer protection, including transparency, data privacy, 

dispute resolution, and the effectiveness of law enforcement. The findings 

indicate that although the regulation provides a comprehensive framework for 

consumer protection, challenges remain in its implementation, particularly in 

law enforcement, supervision, and consumer education. This study highlights 

the need for stronger coordination among regulatory bodies, stricter sanctions 

against illegal platforms, and enhanced efforts to improve consumer 

awareness. It contributes to the development of a more robust consumer 

protection framework within Indonesia’s fintech ecosystem. 
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1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan pesat teknologi keuangan (fintech) telah merevolusi layanan keuangan secara 

global, termasuk di Indonesia, dengan pinjaman peer-to-peer (P2P) menonjol sebagai inovasi utama. 

Platform ini secara langsung menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman, melewati lembaga 

keuangan tradisional, serta menawarkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusivitas yang lebih baik, 

terutama bagi individu yang kurang terlayani serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Namun, perluasan pinjaman P2P juga membawa tantangan hukum dan regulasi baru, seperti 

perlindungan konsumen, privasi data, transparansi, dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, 

lonjakan platform P2P telah menyebabkan meningkatnya keluhan konsumen dan masalah hukum, 

termasuk suku bunga tinggi, penagihan utang yang tidak etis, penyalahgunaan data, dan 

keberadaan platform ilegal. Kekhawatiran ini menyoroti kebutuhan akan perlindungan hukum 

yang lebih kuat untuk melindungi konsumen yang rentan, terutama mereka yang memiliki literasi 

keuangan terbatas, sehingga menjadikan tindakan regulasi sebagai prioritas utama. 

Pertumbuhan pesat fintech, khususnya pinjaman peer-to-peer (P2P) di Indonesia, telah 

mentransformasi layanan keuangan dengan meningkatkan aksesibilitas bagi populasi yang kurang 

terlayani, termasuk UMKM. Namun, inovasi ini juga memperkenalkan tantangan hukum dan 

regulasi yang signifikan, sehingga memerlukan reformasi mendesak untuk melindungi konsumen. 

Bagian-bagian berikut menguraikan aspek-aspek utama dari tantangan ini dan tanggapan regulasi. 

Masalah perlindungan konsumen meliputi praktik penagihan utang, di mana banyak platform P2P 

menggunakan penagih pihak ketiga, yang mengakibatkan pelanggaran seperti pelecehan dan 

intimidasi (Ratuwalu et al., 2025); suku bunga tinggi yang mengeksploitasi peminjam rentan 

(Samuel & Gunadi, 2025); serta kekhawatiran privasi data, dengan perlindungan yang tidak 

memadai terhadap informasi konsumen (Samuel & Gunadi, 2025). Kerangka regulasi mencakup 

peraturan OJK yang bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen, seperti transparansi wajib 

dan larangan intimidasi (Admiral et al., 2025; Ratuwalu et al., 2025), meskipun tantangan seperti 

rendahnya literasi keuangan dan pengawasan yang lemah terhadap platform ilegal tetap ada 

(Admiral et al., 2025; Febriansyah & Sinaga, 2025). Rekomendasi untuk perbaikan mencakup 

peningkatan literasi hukum guna memberdayakan peminjam (Samuel & Gunadi, 2025) serta 

penerapan regulasi yang lebih ketat dan standar pinjaman yang lebih jelas untuk menciptakan 

lingkungan pinjaman yang lebih adil (Admiral et al., 2025). 

Untuk mengatasi tantangan di bidang fintech, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 

memperkenalkan berbagai kerangka regulasi yang bertujuan untuk mengatur operasional fintech 

dan meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satu peraturan yang paling signifikan dalam 

konteks ini adalah POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjaman dan Peminjaman Berbasis 

Teknologi Informasi. Peraturan ini merupakan evolusi dari kebijakan sebelumnya, yang 

memasukkan persyaratan yang lebih ketat terkait perizinan, tata kelola, transparansi, mitigasi risiko, 

dan perlindungan hak konsumen. Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip utama seperti 

keadilan, akuntabilitas, kerahasiaan data, dan kewajiban penyedia platform untuk memastikan 

pengungkapan informasi yang jelas dan akurat (Noor et al., 2023; Oktaviana Ayu Sekar A & 

Prastyanti, 2025). 

Penerbitan POJK No. 10/POJK.05/2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk 

meningkatkan perlindungan konsumen di sektor pinjaman fintech Indonesia. Peraturan ini 

mengatasi celah-celah sebelumnya dengan memberlakukan persyaratan yang lebih ketat terkait 

perizinan, tata kelola, dan transparansi. Namun, evolusi fintech yang pesat menimbulkan tantangan 
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terhadap efektivitasnya, sehingga memerlukan analisis hukum yang mendalam untuk 

mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Peningkatan 

regulasi utama meliputi perizinan dan tata kelola yang lebih ketat, yang memperkuat pengawasan 

terhadap platform fintech, serta fokus pada perlindungan konsumen, memastikan keadilan, 

akuntabilitas, dan kerahasiaan data, dengan kewajiban bagi penyedia layanan untuk 

mengungkapkan informasi secara akurat (Noor et al., 2023; Oktaviana Ayu Sekar A & Prastyanti, 

2025). 

Meskipun kerangka regulasi ini telah ada, masih ada pertanyaan mengenai efektivitasnya 

dalam menangani kompleksitas transaksi keuangan berbasis fintech. Sifat dinamis dan berkembang 

pesat dari layanan keuangan digital sering kali melampaui perkembangan regulasi, sehingga 

menciptakan kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi praktis. Selain itu, tantangan 

penegakan hukum, tumpang tindihnya kewenangan lembaga, dan masih beroperasinya entitas 

pinjaman ilegal terus mengikis kepercayaan dan perlindungan konsumen (Anis et al., 2025; Arifin 

et al., 2023). Kondisi-kondisi ini menuntut analisis hukum komprehensif untuk mengevaluasi 

apakah rezim regulasi saat ini cukup melindungi kepentingan konsumen di sektor pinjaman P2P. 

Dari perspektif teoretis, perlindungan konsumen dalam layanan fintech dapat dipahami melalui 

lensa kepastian hukum, keadilan, dan utilitas, serta prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan 

akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Analisis hukum normatif memberikan pendekatan yang 

sesuai untuk mengkaji keselarasan antara ketentuan regulasi dan prinsip-prinsip hukum mendasar 

tersebut (Gandasari et al., 2025). 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah seberapa efektif kerangka hukum berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 dalam 

memberikan perlindungan konsumen pada layanan pinjaman P2P di Indonesia. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum normatif yang komprehensif terhadap 

peraturan tersebut, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasannya, serta mengajukan 

rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di tengah lanskap fintech yang 

berkembang pesat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan 

kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif guna memastikan lingkungan keuangan digital 

yang adil, aman, dan berkelanjutan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Teknologi Keuangan dan Peer-to-Peer Lending 

Teknologi keuangan (fintech) mengacu pada integrasi teknologi ke dalam layanan 

keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam transaksi 

keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan, termasuk pembayaran digital, 

crowdfunding, blockchain (Kaddumi et al., 2023; Khang et al., 2023), dan pinjaman peer-to-

peer (P2P). Di antara layanan tersebut, pinjaman P2P telah muncul sebagai inovasi yang 

disruptif, mengubah perantara keuangan tradisional dengan menghubungkan pemberi 

pinjaman dan peminjam secara langsung melalui platform online (Chen & Panebianco, 

2020; Xie et al., 2021). Model ini mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses 

pemberian pinjaman, dan mendorong inklusi keuangan, terutama bagi segmen yang 

kurang terlayani seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Platform pinjaman 

P2P bergantung pada infrastruktur digital, penilaian kredit berbasis algoritma, dan 

perjanjian kontrak daring. Namun, ketiadaan jaminan perbankan tradisional menimbulkan 

risiko yang lebih tinggi, seperti risiko gagal bayar, asimetri informasi, dan potensi 

eksploitasi konsumen (Anthony, 2024; Kohardinata et al., 2020). Para ahli berpendapat 

bahwa meskipun fintech meningkatkan efisiensi, hal ini juga memerlukan pengawasan 

regulasi yang lebih ketat untuk memastikan stabilitas pasar dan perlindungan konsumen, 

yang menyoroti perlunya kerangka hukum yang menyeimbangkan inovasi dengan 

mitigasi risiko (Billanes & Enevoldsen, 2021; Klein et al., 2023). 
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2.2. Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan 

Perlindungan konsumen merupakan prinsip dasar dalam regulasi keuangan yang 

bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi antara 

penyedia layanan dan pengguna. Dalam konteks jasa keuangan, hal ini mencakup 

perlindungan pengguna dari praktik tidak adil, informasi yang menyesatkan, penipuan, 

dan penyalahgunaan data pribadi, sekaligus memastikan akses terhadap informasi yang 

jelas, mekanisme pengaduan yang efektif, dan upaya hukum (Alkhawaldeh et al., 2023; Lee, 

2023). Secara teoritis, perlindungan konsumen terkait erat dengan prinsip kepastian 

hukum, keadilan, dan utilitas. Kepastian hukum memastikan bahwa konsumen dilindungi 

oleh peraturan yang jelas dan dapat ditegakkan, keadilan menekankan keadilan dalam 

hubungan kontraktual, dan utilitas berfokus pada memaksimalkan manfaat keseluruhan 

layanan keuangan tanpa merugikan konsumen. Dalam lingkungan fintech, prinsip-prinsip 

ini bahkan lebih kritis karena sifat digital dari transaksi, di mana konsumen seringkali 

memiliki daya tawar yang terbatas dan sangat bergantung pada informasi yang disediakan 

platform (Nurchayati et al., 2024; Singh, 2024). Studi sebelumnya menyoroti bahwa 

perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital harus mencakup aspek-aspek 

kunci seperti transparansi syarat dan ketentuan, suku bunga yang adil, praktik penagihan 

utang yang etis, dan mekanisme perlindungan data yang kuat. Tanpa jaminan yang 

memadai, konsumen terpapar risiko signifikan, termasuk utang berlebihan, biaya 

tersembunyi, dan penggunaan data tanpa izin, sehingga memerlukan kerangka regulasi 

yang memastikan pendekatan komprehensif dalam melindungi hak-hak konsumen di 

ekosistem fintech (Lee, 2023; Singh, 2024). 

2.3. Kerangka Regulasi Fintech di Indonesia 

Di Indonesia, regulasi layanan fintech terutama diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi lembaga serta layanan 

keuangan. Kerangka regulasi untuk pinjaman P2P telah berkembang seiring waktu sebagai 

respons terhadap pertumbuhan pesat platform keuangan digital dan risiko yang muncul 

terkait operasinya (Judijanto, 2024; Restuputri et al., 2023). Peraturan utama di sektor ini 

adalah POJK No. 10/POJK.05/2022, yang menggantikan ketentuan regulasi sebelumnya dan 

memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat bagi operator fintech. Peraturan ini 

mengatur aspek-aspek seperti perizinan, persyaratan modal, tata kelola, manajemen risiko, 

perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaporan, dengan menekankan transparansi, 

kerahasiaan data, dan akuntabilitas. Peraturan ini mewajibkan penyedia platform untuk 

mengungkapkan informasi yang akurat mengenai syarat pinjaman, suku bunga, dan risiko 

yang terkait (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022; Fidhayanti et al., 2024). Peraturan ini juga 

mewajibkan penerapan mekanisme pengaduan konsumen dan proses penyelesaian 

sengketa, memastikan bahwa pengguna memiliki akses terhadap upaya hukum jika terjadi 

sengketa. Selain itu, peraturan ini memberlakukan kewajiban bagi penyedia fintech untuk 

melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan, sejalan dengan perkembangan 

hukum yang lebih luas dalam perlindungan data. Terlepas dari kemajuan ini, literatur 

menunjukkan bahwa tantangan regulasi tetap ada, terutama dalam penegakan hukum, 

pengawasan terhadap platform ilegal, dan koordinasi di antara badan-badan pengatur. 

2.4. Studi Sebelumnya dan Kesenjangan Penelitian 

Beberapa studi telah meneliti perkembangan fintech dan pinjaman P2P di 

Indonesia maupun secara global. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti sifat ganda 

fintech sebagai pendorong inklusi keuangan sekaligus sumber risiko baru. Studi mengenai 

perlindungan konsumen menekankan perlunya kerangka regulasi yang lebih kuat untuk 

menangani isu-isu seperti transparansi, privasi data, dan praktik bisnis yang etis. Penelitian 

lain berfokus pada peran otoritas pengatur dalam menjaga stabilitas pasar dan mencegah 

operasi ilegal. Terlepas dari kontribusi tersebut, masih terbatas jumlah studi yang secara 



   
Sanskara Hukum dan HAM (SHH)                           

 

Vol. 4, No. 03, April 2026, hal. 301-311 

 

305 

khusus menganalisis perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman P2P menggunakan 

pendekatan hukum normatif, terutama berdasarkan kerangka regulasi terbaru, POJK No. 

10/POJK.05/2022. 

Banyak penelitian sebelumnya bersifat empiris atau didasarkan pada peraturan 

yang lebih lama, yang mungkin tidak lagi sepenuhnya mencerminkan lanskap hukum saat 

ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dengan memberikan 

analisis hukum normatif yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam 

layanan pinjaman P2P di bawah kerangka regulasi terbaru di Indonesia. Penelitian ini 

berfokus pada mengevaluasi kecukupan ketentuan hukum, mengidentifikasi tantangan 

regulasi, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen di 

sektor fintech. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada 

analisis norma hukum, prinsip, dan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam 

layanan teknologi keuangan pinjaman peer-to-peer (P2P). Penelitian hukum normatif, yang juga 

dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, mengkaji hukum sebagai sistem norma dengan 

meninjau ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kerangka konseptual. Pendekatan 

ini sesuai untuk penelitian ini karena bertujuan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas peraturan 

hukum, khususnya POJK No. 10/POJK.05/2022, dalam memberikan perlindungan konsumen di 

dalam ekosistem fintech. Penelitian ini menekankan perspektif preskriptif dan analitis, tidak hanya 

bertujuan mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menilai keselarasan ketentuan 

tersebut dengan prinsip-prinsip hukum fundamental seperti kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan hukum. 

Melalui pendekatan ini, studi ini mengidentifikasi kesenjangan normatif dan memberikan 

rekomendasi untuk meningkatkan kerangka regulasi dalam konteks layanan teknologi keuangan 

yang berkembang pesat. Tujuannya adalah memastikan bahwa perlindungan konsumen di sektor 

fintech cukup kuat untuk mengatasi risiko yang muncul sekaligus mendorong inovasi. Dengan 

menganalisis secara kritis kerangka regulasi yang ada, studi ini berupaya memberikan wawasan 

praktis tentang bagaimana hukum dapat lebih baik melayani konsumen dalam layanan pinjaman 

P2P, memastikan bahwa ketentuan hukum selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, 

dan akuntabilitas. 

Studi ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, yang dikategorikan menjadi 

tiga jenis utama. Bahan hukum primer terdiri dari sumber hukum yang mengikat, termasuk undang-

undang dan peraturan yang relevan dengan fintech dan perlindungan konsumen. Peraturan utama 

yang dianalisis dalam studi ini adalah POJK No. 10/POJK.05/2022. Selain itu, peraturan lain yang 

relevan, seperti undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan 

pengawasan jasa keuangan di Indonesia, juga ditelaah untuk memberikan kerangka hukum yang 

komprehensif. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, buku, dan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fintech, pinjaman P2P, dan perlindungan konsumen, 

yang mendukung analisis dengan memberikan perspektif teoretis dan pembahasan kritis terhadap 

kerangka hukum yang ada. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan 

sumber rujukan lainnya yang membantu mengklarifikasi istilah dan konsep hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur 

(penelitian perpustakaan). Metode ini melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan analisis sistematis 

terhadap dokumen hukum, peraturan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. 

Peneliti mengidentifikasi ketentuan-ketentuan kunci dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 dan 

peraturan terkait lainnya, kemudian membandingkan dan menafsirkannya berdasarkan prinsip-

prinsip dan teori hukum yang telah mapan. Teknik ini memungkinkan pemahaman mendalam 
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terhadap kerangka hukum yang mengatur layanan pinjaman P2P dan memungkinkan peneliti 

untuk mengevaluasi secara kritis kelebihan dan kekurangannya tanpa bergantung pada data 

lapangan empiris. Analisis data dilakukan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang melibatkan 

penafsiran bahan hukum melalui penalaran logis, klasifikasi sistematis, dan analisis komparatif, 

serta pada akhirnya memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan 

meningkatkan kerangka regulasi. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Ketentuan Perlindungan Konsumen dalam Pinjaman P2P 

Pengaturan layanan pinjaman peer-to-peer (P2P) di Indonesia telah mengalami 

perkembangan signifikan, terutama dengan diterbitkannya POJK No. 10/POJK.05/2022 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini menetapkan kerangka hukum 

komprehensif yang mengatur layanan pinjaman dan peminjaman berbasis teknologi 

informasi, dengan penekanan kuat pada perlindungan konsumen. Ketentuan-ketentuan 

tersebut mencakup aspek-aspek utama seperti transparansi, pengungkapan risiko, 

perlindungan data, tata kelola, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peraturan ini 

mewakili kemajuan signifikan dalam perlindungan konsumen dan kejelasan hukum di 

sektor fintech, menekankan perlunya transparansi dalam syarat pinjaman dan 

pengungkapan risiko kepada konsumen. 

Ketentuan utama POJK No. 10/POJK.05/2022 mencakup kewajiban bagi platform 

untuk memberikan informasi yang jelas mengenai syarat pinjaman, suku bunga, dan biaya, 

guna meningkatkan pemahaman konsumen (Noor et al., 2023). Selain itu, penyedia layanan 

diwajibkan untuk mengungkapkan risiko potensial yang terkait dengan pinjaman P2P, 

sehingga mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi (Anis et al., 2025). 

Peraturan tersebut juga mewajibkan langkah-langkah perlindungan data yang ketat untuk 

melindungi informasi konsumen dari penyalahgunaan (Samuel & Gunadi, 2025). Dalam 

hal mekanisme perlindungan konsumen, peraturan tersebut mencakup proses 

penyelesaian sengketa, meskipun tidak terdapat ketentuan mengenai penyelesaian 

sengketa alternatif di luar sistem peradilan (Noor  Dwi, 2023). Selain itu, meskipun 

peraturan ini selaras dengan undang-undang perlindungan konsumen yang ada, 

tantangan tetap ada dalam penegakan hukum dan literasi hukum konsumen (Anis et al., 

2025; Samuel & Gunadi, 2025). 

Dari perspektif normatif, peraturan ini mencerminkan upaya untuk 

menyelaraskan operasi fintech dengan prinsip-prinsip hukum fundamental, khususnya 

kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Peraturan ini mewajibkan penyedia 

platform untuk memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang akurat dan 

lengkap mengenai syarat pinjaman, suku bunga, biaya, dan risiko potensial. Persyaratan 

transparansi ini sangat penting dalam mengatasi asimetri informasi, yang merupakan 

masalah umum dalam layanan keuangan digital. Selain itu, peraturan tersebut mewajibkan 

penyedia untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan sistem 

manajemen risiko, sehingga memperkuat integritas ekosistem fintech secara keseluruhan. 

Namun, meskipun kerangka regulasi tampak komprehensif, efektivitasnya sangat 

bergantung pada konsistensi implementasi dan penegakannya. Keberadaan norma hukum 

saja tidak menjamin perlindungan konsumen kecuali didukung oleh pengawasan 

kelembagaan dan mekanisme kepatuhan yang kuat, sehingga memunculkan pertanyaan 

penting mengenai realisasi praktis dari tujuan peraturan tersebut. 

4.2. Transparansi dan Pengungkapan Informasi 

Salah satu pilar utama perlindungan konsumen dalam pinjaman P2P adalah 

transparansi. POJK No. 10/POJK.05/2022 mewajibkan penyedia fintech untuk 

mengungkapkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perjanjian pinjaman, termasuk 

suku bunga, biaya administrasi, denda, dan kewajiban pembayaran kembali. Persyaratan 
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ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat 

sebelum melakukan transaksi keuangan. Transparansi merupakan aspek fundamental 

dalam perlindungan konsumen pada pinjaman P2P, sebagaimana diwajibkan oleh POJK 

No. 10/POJK.05/2022. Peraturan ini mewajibkan penyedia fintech untuk mengungkapkan 

informasi komprehensif mengenai perjanjian pinjaman, yang sangat penting bagi 

pengambilan keputusan konsumen yang terinformasi. Penekanan pada komunikasi yang 

jelas bertujuan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan biaya tersembunyi dan 

kesalahpahaman, terutama dalam lanskap pendidikan yang beragam seperti di Indonesia. 

Pentingnya transparansi dalam perlindungan konsumen ditekankan oleh beberapa 

ketentuan utama. Penyedia fintech wajib mengungkapkan suku bunga, biaya, dan syarat 

pembayaran, memastikan konsumen sepenuhnya menyadari komitmen keuangan mereka 

(Ratuwalu et al., 2025). Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dalam kontrak 

sangat penting untuk mengakomodasi latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga 

mengurangi potensi sengketa (Wijayani, 2017). Transparansi juga berperan dalam mitigasi 

risiko, membantu mencegah masalah seperti intimidasi dan pelecehan oleh penagih utang 

pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 22/2023 (Ratuwalu et al., 2025). 

Informasi yang jelas memberdayakan konsumen untuk memahami hak dan kewajiban 

mereka, sehingga menciptakan lingkungan pinjaman yang lebih adil. 

Dalam praktiknya, transparansi memainkan peran kritis dalam memitigasi risiko 

yang terkait dengan biaya tersembunyi dan informasi yang menyesatkan. Peraturan 

tersebut juga mewajibkan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 

dalam kontrak, yang sangat penting mengingat latar belakang pendidikan konsumen di 

Indonesia yang beragam. Dengan mempromosikan kejelasan dalam komunikasi, peraturan 

ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan sengketa yang timbul akibat 

kesalahpahaman. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan 

penuh. Beberapa platform mungkin masih menyajikan informasi secara rumit atau 

terpisah-pisah, sehingga menyulitkan konsumen untuk memahami sepenuhnya ketentuan 

kewajiban mereka. Selain itu, sifat digital dari layanan fintech sering kali membuat 

konsumen menerima syarat dan ketentuan tanpa meninjaunya secara menyeluruh. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketentuan regulasi mengenai transparansi harus dilengkapi dengan 

pengawasan yang lebih ketat dan inisiatif pendidikan konsumen. 

4.3. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi 

Perlindungan data pribadi merupakan isu krusial di sektor fintech, di mana 

platform digital sangat bergantung pada data pengguna untuk penilaian kredit dan 

penyediaan layanan. POJK No. 10/POJK.05/2022 mewajibkan penyedia layanan pinjaman 

P2P untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data konsumen, sekaligus 

melarang penyalahgunaan atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Dari sudut 

pandang hukum, ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan privasi sebagai bagian 

dari hak-hak konsumen yang lebih luas. Peraturan tersebut menekankan bahwa 

pengumpulan data harus dilakukan dengan persetujuan pengguna dan dibatasi pada hal-

hal yang diperlukan untuk penyediaan layanan. Hal ini sangat penting dalam mencegah 

praktik-praktik seperti akses tanpa izin ke daftar kontak, yang telah menjadi perhatian 

utama dalam kasus-kasus yang melibatkan platform pinjaman ilegal. 

Perlindungan data pribadi di sektor fintech, khususnya dalam pinjaman peer-to-

peer (P2P), diatur oleh peraturan seperti POJK No. 10/POJK.05/2022, yang mewajibkan 

kerahasiaan, integritas, dan keamanan data konsumen. Peraturan ini menekankan 

persetujuan pengguna dan membatasi pengumpulan data hanya pada hal-hal yang 

diperlukan untuk penyediaan layanan, sekaligus menangani kekhawatiran terkait akses 

tanpa izin dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kerangka hukum tersebut tidak hanya 

mencakup POJK No. 10/POJK.05/2022, tetapi juga Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, 
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yang memberikan landasan hukum yang lebih luas untuk perlindungan data pribadi dan 

menangani penyalahgunaan oleh pemberi pinjaman online ilegal. 

Namun, penegakan hukum tetap menjadi tantangan yang signifikan. Insiden 

pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi terus terjadi, sering kali 

melibatkan operator fintech yang tidak terdaftar atau ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menghadapi kesulitan dalam mengawasi kepatuhan, terutama terhadap platform ilegal 

(Komang Dian Andayani, 2025). Selain itu, literasi digital yang terbatas di kalangan 

pengguna turut berkontribusi terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi (Komang Dian 

Andayani, 2025). Untuk mengatasi masalah ini, kerja sama yang ditingkatkan antara badan 

pengatur dan penegak hukum sangat penting untuk pengawasan yang efektif, dan 

peningkatan pendidikan publik mengenai keamanan data pribadi dapat memberdayakan 

pengguna untuk melindungi informasi mereka dengan lebih baik (Komang Dian 

Andayani, 2025). Efektivitas langkah-langkah perlindungan data juga bergantung pada 

kapasitas teknologi penyedia layanan untuk mengamankan sistem mereka dari ancaman 

siber. 

4.4. Penyelesaian Sengketa dan Mekanisme Pengaduan Konsumen 

Salah satu komponen penting dalam perlindungan konsumen adalah ketersediaan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. POJK No. 10/POJK.05/2022 mewajibkan 

penyedia layanan pinjaman P2P untuk membentuk sistem penanganan pengaduan internal 

dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa bagi konsumen. Hal ini mencakup 

penyediaan saluran yang mudah diakses untuk mengajukan pengaduan serta memastikan 

tanggapan yang tepat waktu. Selain mekanisme internal, konsumen juga memiliki akses ke 

penyelesaian sengketa eksternal melalui lembaga-lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Pendekatan berlapis ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

memastikan bahwa konsumen memiliki upaya hukum yang memadai jika terjadi sengketa. 

Namun, efektivitas mekanisme ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk 

kesadaran konsumen, aksesibilitas, dan efisiensi kelembagaan. Banyak konsumen 

mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka atau prosedur pengajuan 

keluhan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa mungkin dianggap rumit atau memakan 

waktu, sehingga membuat konsumen enggan menempuh jalur hukum. Tantangan-

tantangan ini menunjukkan bahwa meningkatkan literasi konsumen dan 

menyederhanakan prosedur penyelesaian sengketa sangat penting untuk memperkuat 

perlindungan. 

4.5. Tantangan dalam Penegakan dan Pengawasan 

Meskipun POJK No. 10/POJK.05/2022 bersifat komprehensif, penegakan hukum 

tetap menjadi salah satu tantangan paling signifikan di sektor fintech Indonesia. 

Pertumbuhan pesat platform digital telah menyulitkan regulator untuk memantau semua 

pelaku pasar secara efektif. Akibatnya, platform pinjaman P2P ilegal atau tidak terdaftar 

terus beroperasi, sering kali terlibat dalam praktik yang melanggar hak konsumen. 

Kehadiran platform ilegal ini merusak efektivitas kerangka regulasi dan menimbulkan 

risiko serius bagi konsumen. Masalah seperti suku bunga yang berlebihan, pelecehan 

dalam penagihan utang, dan penyalahgunaan data pribadi lebih sering terjadi di kalangan 

entitas yang tidak diatur. Situasi ini menyoroti keterbatasan ketentuan hukum formal 

dalam menangani aktivitas informal atau ilegal di dalam ekonomi digital. 

Selain itu, koordinasi antar lembaga pengatur sangat penting untuk pengawasan 

yang efektif. Keterlibatan berbagai lembaga, termasuk regulator keuangan, otoritas 

komunikasi, dan lembaga penegak hukum, memerlukan pendekatan yang terintegrasi 

dengan baik untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa koordinasi yang 

kuat, upaya regulasi dapat terfragmentasi dan kurang efektif. 
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4.6. Evaluasi Berdasarkan Prinsip Hukum 

Dari perspektif prinsip hukum, regulasi ini menunjukkan komitmen yang kuat 

terhadap kepastian hukum dengan menyediakan aturan yang jelas mengenai layanan 

pinjaman P2P. Ketentuan rinci mengenai perizinan, tata kelola, dan perlindungan 

konsumen berkontribusi pada lingkungan hukum yang dapat diprediksi bagi penyedia 

dan pengguna. Hal ini esensial untuk membangun kepercayaan dan stabilitas di sektor 

fintech. Dalam hal keadilan, regulasi ini berusaha menyeimbangkan kepentingan penyedia 

layanan dan konsumen dengan memberlakukan kewajiban yang mencegah praktik 

eksploitatif. Penekanan pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas mencerminkan 

upaya untuk memastikan perlakuan yang adil dalam transaksi keuangan. Namun, masih 

berlanjutnya pelanggaran dan tantangan penegakan hukum menunjukkan bahwa 

pencapaian keadilan substantif tetap merupakan proses yang berkelanjutan. 

Mengenai kegunaan, peraturan ini mendukung pengembangan fintech sebagai alat 

untuk inklusi keuangan sambil berupaya meminimalkan risiko yang terkait. Dengan 

memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan keuangan, pinjaman P2P berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pada saat yang sama, peraturan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat tersebut tidak dicapai dengan mengorbankan 

perlindungan konsumen. 

4.7. Implikasi dan Rekomendasi 

Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun POJK No. 10/POJK.05/2022 

menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan konsumen, 

efektivitasnya bergantung pada beberapa faktor pendukung, termasuk mekanisme 

penegakan hukum yang kuat, pengawasan yang efektif, koordinasi antar lembaga, dan 

peningkatan kesadaran konsumen. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, 

beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, otoritas regulasi harus memperkuat 

pengawasan dan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan 

koordinasi antarlembaga. Kedua, sanksi yang lebih ketat harus dijatuhkan pada platform 

ilegal dan pelanggaran hak konsumen untuk menciptakan efek jera. Ketiga, program 

pendidikan konsumen harus diperluas untuk meningkatkan literasi keuangan dan 

kesadaran akan hak-hak hukum. Terakhir, pembaruan regulasi yang berkelanjutan 

diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan risiko yang muncul di sektor 

fintech. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa untuk mencapai 

perlindungan konsumen yang efektif dalam pinjaman P2P, tidak hanya diperlukan 

ketentuan hukum yang komprehensif, tetapi juga pendekatan holistik yang 

mengintegrasikan regulasi, penegakan hukum, dan partisipasi publik. 

5. KESIMPULAN 

Studi ini telah menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang kuat dalam melindungi 

konsumen di sektor pinjaman P2P yang berkembang pesat di Indonesia. Regulasi berdasarkan POJK 

No. 10/POJK.05/2022 memberikan landasan yang kokoh untuk menjamin hak-hak konsumen, 

dengan fokus pada transparansi, perlindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

mudah diakses. Namun, efektivitas perlindungan ini bergantung pada penegakan hukum yang 

efektif, pemantauan terhadap platform ilegal, serta promosi pendidikan konsumen untuk 

menumbuhkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab. Terlepas dari kemajuan yang dicapai 

melalui regulasi ini, masih ada tantangan signifikan yang perlu ditangani. Perluasan layanan fintech 

yang pesat telah melampaui penegakan regulasi di beberapa bidang, yang mengakibatkan tetap 

beroperasinya platform pinjaman ilegal dan praktik-praktik tidak etis. Selain itu, meskipun 

peraturan tersebut mewajibkan transparansi, kompleksitas istilah keuangan masih dapat menjadi 

hambatan bagi pemahaman penuh konsumen. Kebutuhan akan mekanisme penegakan yang lebih 

kuat, komunikasi yang lebih jelas mengenai kewajiban hukum kepada konsumen, serta koordinasi 
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yang lebih baik di antara badan-badan regulasi tetap menjadi hal yang krusial. Pada akhirnya, studi 

ini menekankan pentingnya lingkungan regulasi yang dinamis dan adaptif yang dapat merespons 

tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi fintech yang muncul. Dengan mengatasi kesenjangan yang 

diidentifikasi dalam analisis ini, otoritas regulasi dapat memperkuat kerangka perlindungan 

konsumen, sehingga mendorong ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan inklusif di 

Indonesia. 
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